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Skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di 
SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang” ini merupakan hasil penelitian 
kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP Muhammadiyah Boarding School 
(MBS) Jombang? Dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan 
dan pengembangan SMP MBS Jombang?, serta bagaimana peran nadzir dalam 
pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif?. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  dengan 
pendekatan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data 
yang tertulis ataupun lisan. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
analisis   kualitatif.    Pengumpulan   data   dilakukan   dengan   cara   observasi, 
wawancara,  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  secara  langsung  kepada 
pihak SMP MBS Jombang dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Jombang. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di SMP 
MBS Jombang berpedoman pada aspek pengelolaan wakaf produktif yaitu,  1) 
aspek  kelembagaan,  2)  aspek  manajemen  nadzir, 3)  aspek  transparansi  dan 
akuntabilitas. SMP MBS School Jombang mengelola aset wakaf sepenuhnya 
digunakan  untuk  pendidikan  pesantren.  Pengembangan  wakaf  Produktifnya 
dengan mengembangkan bangunan-bangunan baru dan sistem pendidikan yang 
sudah bertaraf  internasional,  serta  pembiayaan yang ada menggunakan model 
tradisional yaitu model menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang 
lama dan penyewaan lahan sawah. Faktor pendukung pengelolaan dan 
pengembangan wakaf produktif di SMP MBS Jombang dilihat dari sisi internal 
dan   eksternalnya,   dari   sisi   internalnya   adalah   proses   pembelajaran   yang 
berkualitas, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya dukungan dari pihak luar 
dari pesantren yaitu pemerintah kota ataupun desa. Adapun faktor yang 
menghambat pengelolaan dan pengambangan wakaf produktif dilihat dari faktor 
internalnya adalah masih kurangnya sarana prasarana dan untuk faktor 
eksternalnya  adalah  faktor  administrasi  tanah  wakaf.  Upaya    nadzir dalam 
pengelolaannya adalah dengan memanfaatkan tanah wakaf dengan kegiatan yang 
positif dan tidak menyeleweng dari agama. Sedangkan untuk pengembangan yang 
diupayakan nadzir adalah dengan membuat peluang bisnis untuk kemajuan SMP 
MBS. Upaya SMP MBS Jombang ataupun  Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Jombang sebagai nadzir melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang 
yang ada, akan tetapi ada satu tugas yang belum terlaksana yaitu pelaporan tugas 
yang dilakukan nadzir ke BWI. 
 
Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat meneliti lebih 
dalam lagi terkait  Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di SMP 
MBS Jombang. 
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A.  Latar Belakang 
 
Wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam 
pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan,  selain zakat, infaq dan 
sedekah. Menurut pandangan Islam pemilik mutlak seluruh harta benda 
adalah Allah SWT. manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap 
benda itu yang harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk-NYA yaitu 
digunakan untuk keperluan dirinya dan manfaat bagi kesejahteraan dan 
kemaslahatan umat manusia pada umumnya.1 
Wakaf mempunyai     peran yang sangat penting dalam 
mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
masyarakat  Islam. Pada masa Rasulullah SAW, wakaf dimulai dengan 
pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan 
Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar 
yang dibeli Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang 
dibelinya   itu   untuk   dibangun   masjid,   dan  kemudian   para   sahabat 









1 Juhaya S. Praja, Perwakafan Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya 













masjid tersebut.2   Saat ini masjid Nabawi menjadi masjid termegah dan 
termewah yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi. 
Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak datangnya Islam dan 
berkembangnya dakwah Islam. Disamping melakukan dakwah Islam para 
ulama juga melakukan perkenalan terkait ajaran wakaf. Pelaksanaan wakaf 
di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat- 
tempat ibadah, seperti masjid, pondok pesantren, musholla atau langgar. 
Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk kepentingan umum dalam 
bidang ekonomi masih sangat minim.3 
Menurut data Kementrian Agama terakhir terdapat kekayaan tanah 
wakaf di Indonesia tersebar di 359. 262 lokasi dengan luas 48.468,03 Ha. 
Dari total keseluruhan hanya 62% tanah yang telah bersertifikat, sekitar 
44,88%  diperuntukan  sebagai  masjid,  28.13%  untuk  musholla,  4.55% 
 
untuk makam, 10.32% untuk sekolah, 3.31% untuk pesantren dan sisanya 
 
8.51% untuk kepentingan umum. 4 
 
Data  diatas  memperlihatkan  besarnya wakaf di  Indonesia yang 
didominasi dengan masjid dan musholla yang bisa diprediksi bahwa 
pengelolaannya masih bersifat konsumtif. Melihat besarnya aset wakaf, 
pemerintah mulai menggerakkan wakaf yang bisa bermanfaat untuk 
masyarakat  dan  pengelola  (nadzir),  bukan  hanya  pewakif  saja  yang 




2 Suhrawardi K Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 99. 
3 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan  Pengelolaan Wakaf Di Indonesia, 2006, 23. 
4 Siwak.kemenag.go.id (Data Tanah Wakaf) 15 April 2019, 22:35WIB.
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Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang- 
undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2 menyatakan “pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara produktif”.5 Wakaf saat ini memiliki perhatian khusus 
dari pemerintah, karena dengan aset wakaf yang sangat besar dapat 
meningkatkan kesejahteraan umat. 
Sudah cukup lama Indonesia memperkenalkan pengelolaan wakaf 
secara  produktif  dengan  dimulai  terbitnya  undang-undang  pada  tahun 
2004. Akan tetapi pemahaman terkait masalah ini sangat kurang 
dimasyarakat umumnya. Sosialisasi yang kurang mengakibatkan 
masyarakat keliru dengan pandangannya terhadap wakaf. Selama ini 
masyarakat memandang wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk 
kepentingan agama saja seperti masjid, musholla, madrasah dan aset wakaf 
tidak boleh berubah. Paradigma inilah yang harusnya mulai dirubah. 
Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah 
momentum sebagai upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang 
tradisional menjadi pengelolaan yang profesional untuk meningkatkan atau 
menambah manfaat wakaf. Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal 
pada masa lalu, tapi esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada 







5 Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 
155. 
6 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rakatama media, 2008), 16.
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Model pengembangan wakaf ada dua model pembiayaan yaitu 
model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional, seperti dengan 
kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran dimuka yang cukup besar 
dan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional  seperti, jual 
beli atau investasi.7 
Penerapan strategi  pengelolaan wakaf penting dilakukan dengan 
tujuan  supaya kondisi harta  wakaf tidak  menurun sehingga melakukan 
pengadaan dan pemeliharaan asset harta wakaf serta memberikan manfaat 
kepada yang berhak menerima manfaat. Menurut buku Pedoman Wakaf 
Produktif ada dua aspek pengelolaan wakaf produktif yaitu yang pertama, 
aspek kelembagaan yang mana disebutkan bahwa lembaga yang menangani 
permasalahan wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan 
ditugaskan untuk membina para nadzir. Yang kedua, aspek akuntansi dan 
auditing lembaga wakaf atau trasparansi pengelolaan wakaf produktif.8 
Disebutkan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat 
dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang 
tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir 
wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu 
rukun  wakaf,  namun  para  ulama  sepakat  bahwa  wakif  (orang  yang 





7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 
2013, 97. 
8 Ibid, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 90. 
9 Kementrian Agama Republik Indonesa, Pedoman pengelolaan dan pengembangan Wakaf 
Produktif, 13.
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Nadzir memiliki peran penting dalam pengelolaan dan 
pengembangan wakaf. Hal yang penting untuk dicatat adalah, bahwa 
lembaga nadzir ini harus dikelola secara profesional. Karena tanah wakaf 
dapat dikembangkan sebagai real estate misalnya, maka diperlukan tenaga- 
tenaga insinyur sebagaimana dikementrian wakaf Mesir. Juga karena wakaf 
dapat dikembangkan menjadi ladang-ladang pertanian, maka diperlukan 
para insinyur pertanian. Demikian pula karena wakaf bisa berbentuk tanah 
strategis obligasi, mempunyai nilai ekonomis, saham-saham perusahaan, 
maka diperlukan para ahli manajemen keuangan, ahli entrepreneur, 
termasuk ahli-ahli pasar modal.10 
Dalam  ranah  pengembangan  pendidikan  adalah  dengan  tujuan 
untuk meningkatkan efisiensi, relenvasi, kualitas dan efektivitas,  sarana 
serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan 
yang semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber tenaga,  uang, 
alat, dan waktu secukupnya.11  Di negeri kita, peran wakaf dalam 
pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang 
dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan 
berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam 









10 Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, 13. 
11 Abdurrohman Kasdi, Wakaf Produktif Untuk Pendidikan (Model Pengelolaan Wakaf Produktif 
Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir), (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2016), 72. 
12 Direktoral Pemberdayaan wakaf, 26.
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Dalam  hal  ini  lembaga persyarikatan  Muhammadiyah  memiliki 
peran yang cukup penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari 
pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi. Tidak sedikit 
pula lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berdiri diatas tanah wakaf. 
Salah satunya  adalah SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang 
yang berbasis pondok pesantren modern. 
Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan telah memperoleh 
status badan hukum (rechtperson) dari pemerintah Kolonial Belanda sejak 
tahun 1914.13 Dengan artian bahwa Muhammadiyah sebagai persyarikatan 
atau organisasi kemasyarakatan telah memiliki hak menguasai tanah dan 
menjalankan fungsi tanah tersebut. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai 
nadzir (pengelola) wakaf. 
Di tahun 2017 Majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah memberi maklumat dengan mendorong semua pihaknya 
untuk melakukan sinergi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Karena 
peningkatan wakaf produktif pada tahun 2016 di Muhammadiyah belom 
optimal.14 Seiring berjalannya waktu pertumbuhan pengelolaan zakat 
maupun wakaf di persyarikatan Muhammadiyah semakin maju. Terbukti 
dengan banyaknya masyarakat yang mempercayai Muhammadiyah untuk 






13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sejarah Wakaf Muhammadiyah, 













yang memiliki luas sekitar  2,5 hektar  berlokasi di Kecamatan  Bareng, 
Kabupaten Jombang. Sebagai nadzir Muhammadiyah memutuskan untuk 
mendirikan pondok pesantren yang modern yaitu SMP Muhammadiyah 
Boarding School Jombang. 
Peneliti  memilih SMP Muhammadiyah Boarding School karena 
beberapa alasan, salah satunya yang paling utama adalah karena 
pertambahan  aset harta benda wakaf yang tidak pernah berhenti setiap 
tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan perkembangan 
yang cukup signifikan dalam mengelola wakaf sehingga bertambah pula 
manfaat harta benda wakaf tersebut. 
Pihak Muhammadiyah menerima tanah wakaf beserta dengan 
bangunan dan awal mula pengopersiannya dilakukan pada tahun  2014. 
Awal mulanya tanah dan bangunan wakaf sudah digunakan untuk sebuah 
pondok pesantren Baitul Amin, akan tetapi ditengah perjalanan mengalami 
kebangkrutan sehingga pihak nadzir Baitul Amin menunjuk 
Muhammadiyah sebagai nadzir pengganti. 
Pentingnya tanah wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan 
menjadi wakaf yang lebih produktif. Sehingga pengurus SMP 
Muhammadiyah Boarding School Jombang berinisiatif untuk 
mengembangkan aset wakaf yaitu berupa pembuatan depo air minum dan 
penyewaan tanah.
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Beranjak dari penjabaran diatas maka penulis tertarik meneliti lebih 
lanjut mengenai “Pengelolaan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Di SMP 
Muhammadiyah Boarding School Jombang”. 
B.  Identifikasi dan Batasan Masalah 
 
1.   Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 
beberapa permasalahan antara lain : 
a.   Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP MBS 
Jombang sudah sesuai dengan pedoman wakaf produktif. 
b.   Model pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS 
Jombang untuk mewujudkan wakaf yang produktif. 
c.   Faktor    pendukung    dan    penghambat    pengelolaan    dan 
pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang. 
d.   Peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di 
 
SMP MBS Jombang. 
 
2.   Batasan Masalah 
 
Dengan adanya batasan  masalah yang dibuat  peneliti  bertujuan 
supaya penelitian  ini terarah  dan permasalahan yang dibahas tidak 
melebar, batasan masalah sebagai berikut : 
a.   Pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang 
untuk mewujudkan wakaf yang produktif. 
b.   Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pengelolaan  dan 
pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang
9 









c.   Peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di 
 
SMP MBS Jombang. 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi  dan batasan  masalah yang telah  diuraikan 
diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di  SMP 
Muhammadiyah Boarding School Jombang untuk mewujudkan wakaf 
yang produktif? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam   pengelolaan dan 
pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang? 
3.   Bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf 
 
di SMP MBS Jombang? 
D.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
 
1.   Memahami dan menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf 
untuk mewujudkan wakaf yang produktif di SMP MBS Jombang. 
2. Memahami dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 
pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang 
3.   Memahami  dan  menganalisis  peran  nadzir dalam  pengelolaan  dan 
 
pengembangan wakaf di SMP MBS Jombang. 
E.  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah:
10 









1.   Secara teoritis,  untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan  yang 
berhubungan dengan wakaf produktif pada pesantren di kalangan 
mahasiswa/i. 
2.   Secara praktis 
 
a.   Bagi subyek penelitian 
 
Penelitian  ini berguna untuk  mengembangkan wawasan peneliti 
serta  bisa menerapkan sebuah teori  ke dalam praktek  yang ada 
dilapangan mengenai wakaf. 
b.   Bagi lembaga 
 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  lembaga  sebagai 
bahan evaluasi dan untuk meningkatkan pengembangan lembaga 
dalam mengelola wakaf secara produktif. 
c.   Bagi akademis 
 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan mahasiswa 
yang membutuhkan referensi terkait dengan tema penelitian ini dan 
juga sebagai menambah keilmuan. 
F.  Kajian Pustaka 
 
Tujuan  adanya  kajian  pustaka  adalah  menghindari  kesamaan 
dengan penelitian  yang sebelumnya, karena setiap  peneliti  mempunyai 
fokus kajiannya masing-masing. Berikut penelitian terdahulu diantaranya:
11 









1.   Dewi Anggraini,  2016.  “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada 
Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) 
Makasar”.15 
Penelitian  yang  dilakukan  Dewi  Anggraini  bertujuan  untuk 
 
mengetahui pengelolaan dan strategi wakaf pada Yayasan 
Wakaf Universitas  Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Yang 
pengelolaannya berpedoman  berdasarkan  konsep  manajemen 
Islam dan berfokus  pada pengelolaan  wakaf produktif  yang 
ditujukan pada pendidikan. Sedangkan strategi pengembangan 
dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada nadzir. 
2.   Masruchin, 2014. “Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren 
(Studi tentang Pengelolaan Wakaf   Produktif di Pondok 
Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”.16 
Dalam penelitian Masruchin bertujuan untuk mendeskripsikan 
 
kreteria model pengelolaan Wakaf Produktif dan tentang 
pengelolaan  wakaf  produktif  untuk  menopang  kemandirian 













15 Dewi Anggrini, ”Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim 
Indonesi (UMI) Makasar” (Tesis – Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016) 
16 Masruchin, “Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang Pengelolaan Wakaf 
Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo)” (Tesis – Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)
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3.   Hasan Asy’ari, 2016. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 
Produktif  di Yayasan Pondok Pesantren  Miftahul  Ulum Al- 
Yasini”.17 
Penelitian  yang  dilakukan  Hasan  Asy’ari  bertujuan  untuk 
 
mengetahui pengelolaan wakaf di yayasan Pondok Pesantren 
Miftahul Ulum Al-yasini yang pengelolaannya sudah produktif 
yang mana pemanfaatan  gedung untuk  lembaga pendidikan, 
koperasi, pusat pertokoan maupun lembaga keuangan syariah. 
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya adalah 
pengorganisasian dan sumber daya manusia (SDM) yang belum 
sesuai. 




Penelitian yang dilakukan Abdurahman Kasdi bertujuan untuk 
mengetahui peran nadzir dalam mengembangkan dan mengelola 
wakaf sesuai dengan tugas seorang nadzir yang dijelaskan pada 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang  wakaf. Sistemi  pengawasan 
untuk   nadzir   juga   diperlukan   supaya   terkontrol   proses 







17 Hasan Asy’ari, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok 
Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 
2016) 
18 Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Perkembangan Wakaf” (Jurnal Zakat dan Wakaf – 
STAIN Kudus, 2014)
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5.   Ahmadan B. Lamuri, 2014. “Pengelolaan Wakaf Al-Khairaat 
 
Palu Sulawesi Tengah”. 19 
 
Penelitian Ahmadan B. Lamuri bertujuan mengetahui 




























































































19 Ahmadan B Lamuri, “Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah” (Jurnal -- 
Universitas Alkhairaat Palu, 2014).
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G.  Definisi Operasional 
 
1.   Pengelolaan 
 
Pengelolaan dalam wakaf adalah salah satu hal penting yang 
dilakukan. Di penelitian ini   sistem manajemen pengelolaan yang 
seperti apa sehingga tanah wakaf ini tidak mengalami status mati. Atau 
fungsi yang sebenarnya tidak berjalan dan tidak menghasilkan manfaat.
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Dalam wakaf pengelolaan biasanya dilakukan oleh nadzir. Pada 
penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan yang ada 
pada SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang yang bisa 
mempertahankan aset wakaf. 
2.   Pengembangan 
 
Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi 
pengembangan yang dapat menambah aset dan menumbuhkan wakaf di 
SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang, sehingga manfaat 
wakaf dapat tersalurkan. 
3.   Wakaf Produktif 
 
Wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang 
alami  menjadi  pengelolaan  wakaf  yang  profesional  untuk 
meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.20 Dalam buku Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, disebutkan ada dua aspek 
pengelolaan wakaf produktif yaitu aspek kelembagaan dan juga aspek 
akuntansi atau auditing lembaga wakaf. 
Sedangkan untuk pengembangan wakaf produktif disebutkan pula 
dalam buku yang diterbitkan Kementrian Agama Republik Indonesia 
tersebut ada beberapa model pengembangannya yaitu model 
pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan 







20 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 15.
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Dalam penelitian ini wakaf produktif adalah ketika lembaga 
pengelola wakaf telah memenuhi aspek yang disebutkan diatas dan juga 
mengembangkan harta benda wakaf dengan sesuatu yang dapat 
meningkatkan  dan menambah manfaat  wakaf sesuai dengan tujuan 
awal. 
H.  Metode Penelitian 
 
1.   Pendekatan Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu 
suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
data-data  tertulis  atau  lisan-lisan dari informan atau  perilaku yang 
dapat diamati.21 Penelitian ini bertempat di SMP Muhammadiyah 
Boarding School (MBS) Jombang dengan judul Pengelolaan dan 
Pengembangan Wakaf Produktif  di SMP Muhammadiyah Boarding 
School (MBS) Jombang. 
2.   Sumber Data 
 
Dalam penelitian ini,data yang digunakan bersumber dari: 
 
a.   Sumber  data  primer,  yaitu  bersumber  dari  pihak  terkait  yaitu 
Kepala sekolah SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) 
Jombang, ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Jombang (sebagai nadzir), ketua Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Jombang (sebagai nadzir) dan wakif (orang 




21 Lexy Moloeng, metode penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). 3.
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b.   Sumber data sekunder, yaitu data-data  bersumber dari dokumen 
dan buku-buku yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi 
data primer. 
3.   Teknik Pengumpulan Data 
a.   Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamtan 
dan pengindraan.22 Metode observasi ini digunakan untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi langsung 
yang ada pada pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif di 
SMP Muhammadiyah Boardinng Scool (MBS) Jombang. 
b.   Wawancara 
 
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 
di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 
kehidupan sosial yang relatif lama.23 Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara dengan orang yang berhubungan dengan 
pengelola wakaf SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. 




22 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 118. 
23 Burhan Bungin, 111.
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komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui 
pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif, selain itu dalam 
melakukan wawancara peneliti juga merekam hasil wawancara 
dengan recorder dan mencatat  penjelasan yang menurut peneliti 
penting. 
c.   Dokumentasi 
 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, tanskrip, buku, surat kabar, majalah, prasati 
notulen rapat, lengger, agenda, dan segalanya.24  Dokumen dalam 
penelitian ini berupa data-data dari SMP Muhammadiyah Boarding 
School Jombang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Jombang. 
4.   Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 
teknik deskriptif analitik kualitatif. Metode ini berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis kepada objek 
yang  diteliti   melalui  data  yang  terkumpul  sehingga  memberikan 














24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2013), 274.
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I.   Sistematika Pembahasan 
 
Supaya pembahasan dalam proposal skripsi ini dapat tergambarkan 
dengan jelas sangat diperlukan adanya sistematika pembahasan, dengan ini 
penulis akan menguraikan sistematika sebagai berikut: 
BAB I, Pendahuluan. Isi dari bab ini terkait latar belakang masalah, 
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II, Kerangka Konseptual.  Bab ini menguraikan pembahasan 
tentang  konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif 
SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. 
BAB III, Data Penelitian. Di bab ini membahas tentang gambaran 
umum SMP Muhammadiyah Boarding School yang menjadi objek 
penelitian  dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang yang 
menjadi nadzir organisasi atau badan hukum. Yang meliputi sejarah 
berdirinya atau profil lembaga, struktur organisasi, visi dan misi, 
serta aktivitas lembaga. 
BAB IV. Analisis Data. Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan 
dan pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah 
Boarding School Jombang. 
BAB V, Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari 
pembahasan analisi, saran-saran dan kata  penutup sebagai akhir 
dari isi pembahasan.














A.  Definisi dan Hukum Wakaf 
 
1.   Definisi wakaf 
 
Secara etimologi  wakaf berarti  menahan, mencegah, selamanya, 
tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain 
sebagainnya.25 
Wakaf secara syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil 
 
manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) 
 
dan digunakan untuk kebaikan.26 
 
Banyaknya arti wakaf, para ulama fikih berijtihad dalam membuat 
definisi tentang wakaf,sebagai berikut: 
a.  Wakaf menurut Hanafiyah 
 
اهتعفنمب  قدصتلا وفقاولا كلم  ىلع  نيعلا  سبح  
 
 
“Menahan benda yang statusnya masih tetap milik wakif (orang 





Berdasarkan definisi ini Abu Hurairah menyatakan, bahwa akad 
wakaf bersifat ghairul lazim (tidak mengikat) dalam pengertian 




25 Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 1 
26 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung: CV. 
Alfabeta, 2010), 64 













wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama 
dengan  jariyah  yang  akadnya  bersifat  ghairu lazim  (tidak 
mengikat) yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf 
menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif 
secara mutlak  dari benda yang telah  diwakafkannya. Wakaf 
baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: 28 
1)  Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu 
bersifat mengikuti, 
2)  Peruntukan wakaf adalah untuk masjid, 
 
3)  Wakaf   itu   dikaitkan   dengan   kematian   wakif   (wakif 
berwasiat akan menghasilkan hartanya) 
b.   Wakaf menurut Malikiyah 
 






“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa 
atau  hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan 




Hampir sependapat dengan Abu Hanifah, menurut Imam 
Malikiyah akad wakaf tidak melepaskan hak dan penggunaan 
harta  yang  diwakafkan  tersebut.  Menurut  ulama  Malikiyah 






28 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 14-15 
29 Faishal Haq, Hukum Perwakafan..., 2.
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tetapnya benda wakaf berada di genggaman wakif. Dan Ulama 
Malikiyah menyatakan bahwa memperbolehkan pemanfaatan 
hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan jangka waktu tertentu. 
c.   Wakaf menurut Hanabilah 
 
تصرفه بقطع عينه بقاء مع به المنتفع ماله التصرف مطلق تحبيس مالك 
 
 
بر جهة ألى يصرف ريعه تحبيسا التصرف أنواع من لنوع رقبته فى 
 
 
.الله ألى تقربا 
 
 
“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan 
hartanya yang bermanfaat serta dengan kekekalan benda serta 
memutuskan semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan 
manfaatnya dipergunakan dalam hal kebijakan untuk 




Ahmad Ibn Hambal menyatakan wakaf tidaklah lazim 
kecuali wakif melepaskan hak kepemilikannya dari 
kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, wakif tidak 
dapat menarik kembali harta wakafnya. 
d.   Wakaf menurut Syafi’iyah 
 
على رقبته في التصرف بقطع عينه بقاء به مع اإلنتفاع يمكن ملا حبس 
 
 
حابم  رفصم  
 
 
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan 
kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan wakif, 







30 Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di..., 3. 
31 Ibid.
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Sedangkan definisi wakaf menurut UU No. 41/2004 tentang Wakaf 
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 
menurut syariah (pasal1). 
 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wakaf adalah perbuatan 
hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagaian dari   benda miliknya dan melembagakannya 
untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau  kepentingan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.32 
 
Dari beberapa definisi wakaf tersebut,  para ulama ahli fikih 
menyimpulkan pengertian wakaf, bahwa wakaf bertujuan untuk 
memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada orang yang 
berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran shari’ah Islam. 
 
2.   Dasar hukum wakaf 
 
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber 
dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada 
dalam al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, 






32 Kompilasi Hukum Indonesia (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Permata 
Pres), 65.
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Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang dasar utama 
disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konsteks ayat al- 
Quran, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami 
berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :33 
a.   Al-Quran 
 
ونحلفت  مكلعل ريخلا اولعفاو  
 
 
“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan” 




عليم به الله شيء فان من تنفقوا وما تحبون مما تنفقوا حتى تنالوا البر لن 
 
 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagaian harta yang kamu cintai. Dan 
apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahui.” (QS. Ali Imran : 92)35 
 
كل في سنابل سبع انبت  حبة كمثل الله سبيل في اموالهم ينفقون الذيت مثل 
 
 
. ميلع  عسا وهللا وءاشي  نمل فعاضي  هللا وةبح  ةئام  ةلبنس  
 
 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir 
benih yang tumbuh tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbukan 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karuniannya) Lagi Maha 











33 Achmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju era waka produktif, (Depok: Mumtaz 
Publishing, 2007), 65 
34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1976). 
35 Ibid. 
36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).
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b.   As-Sunnah 
 
ناسنلإا تما  ذاإ  لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  ةريره  يبأ  ن ع
دل ووأ  هب  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةقدص  نم  ل  َإ  ةلل  َث  نم  ل  َإ  هلمع  هنع  
عطقنا  
. هلوعدي  حلاص  
 
 
“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : 
‘Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah 
amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang 





Adapun penafsiran wakaf sebagai amal jariyah dalam hadits 
tersebut adalah: 
فقولاب  ةيراجلا  ةقدصلا ءاملعلا رسف  هنلأ  فقولا باب  يف  هركذ  
 
 
“Hadis tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para 
ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”(Imam 
Muhammad Ismail al-Kahlani)38 
 
Salah satu riwayat hadis yang dijadikan dasar praktik wakaf pada 
masa awal Islam adalah kisah sahabat ‘Umar Bin Khattab yang 
mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat 
Makkah: 
ىتأف ر،يخب  ضارأ  باصأ  باطخلا  نب  رعم  نأ  امهنع  هللا  ىضر  رعم  نبا  نع  
 
 
أصبت الله، انى رسول يا :فيها، فقال يستأمره وسلم عليه الله صلى النبي 
 
 






37 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam), 
(Jakarta: Darul Haq, 2014), 917. 
38 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia, 2006, 61.
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هنأ رعم  اهب قدصتف  لاق  اهب قدصتف  لاق  اهب  تقدصتف  اهلصأ تسبح  تئش  
 
 
القربى وفى الفقرآء وفى فى يورث، وتصدق بها و  َ ل يوهب و  َ ل   ليباع 
 
 
يأكل ان من وليها على   لجناح وألضيف السبيل الله وابن سبيل الرقاب وفى 
 
 
. ملسمل  ظفللاو  ،هيلع  قفتم  . ل  َام  لومتم  ريغ  معطيو  فورعملاب  اهنم  
 
 
“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah 
untuk mmeohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah 
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan 
kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan 
(pokoknya) tanah  itu,  dan  kamu  sedekahkan (hasilnya).  Kemudian 
Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga 
tidak  diwariskan.  Berkata  Ibnu  Umar:  Umar  menyedekahkannya 
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu 
sabil dan tamu.  Dan tidak  mengapa atau  tidak  dilarang bagi yang 
menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan 
cara   baik   (sepantasnya)   atau   makan   dengan   tidak   bermaksud 
menumpuk harta” (HR. Muslim).39 
 
3.   Rukun dan Syarat Wakaf 
a.   Rukun Wakaf 
Wakaf  dinyatakan  sah  apabila  telah  terpenuhi  rukun  dan 
syaratnya. Dan diantara rukun wakaf adalah:40 
1)  Waqif (orang yang mewakafkan hartanya) 
 
2)  Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan) 
 
3)  Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) 
4)  Sighat (pernyataan  atau  ikrar  Waqif sebagai  maksud  untuk 




39 Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 
1995), 393-394. 
40 Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia..., 39.
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b.   Syarat Wakaf 
 
1)  Syarat Wakif 
 
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu seseorang 
yang mewakafkan hartanya  (Wakif) disyaratkan  untuk 
memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. 
Kecakapan hukum tersebut meliputi empat keriteria, yaitu:41 
a)  Merdeka 
 
Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena 
wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara 
memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan 
budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang 
dimiliki adalah milik tuanya. 
Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa 
budak  boleh  mewakafkan  hartanya,  jika  ada  izin  dari 
tuannya, seperti dalam pernyataaannya: 
 






“Fuqaha telah bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, 










41 Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, 22-23. 
42 Faishal Haq, Hukum perwakafan...,11
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Begitu juga golongan dhahiri mengatakan bahwa budak itu 
boleh mewakafkan hartanya,  seperti  pernyataan  dibawah 
ini:43 
 
بميراث إليه مايئول يملك العبد فقرروا أن هذا الظاهرية خالف في وقد 
 
 
التصرفات التى تجوز له فمقتضىذلك يملك العبد كان تبرع وإذا أو 
 
 
. اضحم  اعربت  ناك  ول وفقولا  هنم  زوجي  كلذ  ىلع  وكلاملا  نع  درصت  
 
 
“Golongan Dhahiri berbeda pendapan tentang masalah ini, 
mereka menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu 
yang diperbolehkan dengan carawaris atau pemberian secara 
suka rela. Bila ia memiliki sesuatu berarti ia dapat 
membelanjakan harta  miliknya. Oleh karena itu,  ia juga 
boleh mewakafkan hartanya walaupun hanya sebagai 
tabaru’ saja.” 
 
b)  Berakal sehat 
 
Wakaf  yang  dilakukah  orang  gila  tidak  sah  hukumnya, 
sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu 
melakukan akad serra tindakan  lainnya. Demikian  juaga 
wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal faktor 
usia,  sakit  atau  kecelakaan,  maka  hukumnya  tidak  sah 
karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk 
menggugurkan hak miliknya. 
c)  Dewasa (baligh) 
Tidak  sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum 






44 Faishal Haq, Hukum Perwakafan..., 21. 









melakukan akad dan tidak  mampu untuk  menggugurkan 
miliknya. 
d)  Tidak  berada dibawah pengampuan (boros/lalai) 
 
Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak 
layak untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang 
dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, 
wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap 
dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Sedangkan 
dalam pernyataan golongan Syafi’i, menyatakan di bawah 
ini:44 
 
قال لو نعم ,  ل يصح وقفه ذلك ومع بعد الموت للتبرع أهل السفيه فإن 
 
 
.صيته و تصح لأنه صح موتى بعد الفقراء على وقفت دارى 
 
 
“Sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi 
orang  yang  cakap  bertabarru’ setelah  meninggal  dunia, 
walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata: saya 
wakafkan rumahku kepada  orang-orang  fakr setelah  aku 
mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/ 




Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta 
wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang 
sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban 
orang lain.
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2)  Syarat-syarat Mauquf (Harta yang diwakafkan) 
 
Harta  yang  diwakafkan  dipandang  sah  jika  memenuhi  lima 
syarat dibawah ini, yaitu: 
a)  Harta tersebut bernilai. 
 
b)  Harta  tersebut  dapat  berupa harta  benda yang bergerak 
 
(Manqul)/harta benda yang tidak bergerak (‘Uqar). 
 
c)  Harta tersebut diketahui kadar serta batasannya. 
 
d)  Harta    tersebut    murni    milik    waqif   (orang    yang 
mewakafkan). 
e)  Harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta 
perkongsian.45 
3)  Syarat-syarat Mauquf ‘alaih (Tujuan/pengelola wakaf) 
 
Jika yang dimaksudkan dalam mauquf ‘alaih adalah tujuan 
wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada 
pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah 
atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama 
Islam. Namun, jika yang dimaksudkan dengan mauquf ‘alaih 
adalah nadzir (pengelola harta  benda wakaf), maka menurut 
Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf  pada 




















yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.46 
4)  Syarat-syarat Shighah (Lafal Wakaf) 
 
Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan 
sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf 
atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf 
itu ditujukan dan untuk keperluan apa.47 
Berikut ini beberapa syarat shighah antara lain: 
 
a)  Tujuannya jelas. 
 
b)  Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. 
 
c)  Tidak bergantung pada suatu syarat tertentu, kecuali syarat 
mati. 
d)  Tidak mengandung suatu pengertian untuk menarik kembali 
wakaf yang telah dilaksanakan.48 
B.  Wakaf Produktif 
 
Salah satu  lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam 
pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah 
memerankan peran penting  dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan 










46 Ibid., 18. 
47 Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, 28. 
48 Ibid., 29.
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adalah  peranannya  dalam  membiayai  berbagai  pendidikan  Islam  dan 
kesehatan.49 
Wakaf produktif telah lama dilakukan dan nampak berkembang di 
berbagai kawasan dunia Islam. Di Turki, sejak masa Daulah Abbasiyyah 
dan Kekaisaran Turki Usmani, wakaf merupakan unit filantropi yang dapat 
dimanfaatkan pada sektor pendidikan dan penelitian, sektor seni dan 
budaya, dan wakaf tunai telah dikenal dan dipraktikkan pada masa itu. 
Adapun sekarang wakaf di negara tersebut sudah terkelola secara 
profesional dan bahkan dalam wujud investasi di berbagai ladang bisnis. 
Di Iran, wakaf sudah merambah pada pembiayaan sektor infra struktur, 
wisata, dan layanan kesehatan sejak abad ke-10 masehi, begitu juga di 
Mesir dengan wakaf al-Azhar-nya, Kuwait dengan peran Kuwait Awqaf 
Publik Foundation  (KAPF) yang  telah  mengantarkan  wakaf di  negara 
tersebut menjadi institusi yang mandiri dan mampu menopang kehidupan 
sosial ekonomi negara.50 
Paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai 
upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi 
pengelolaan   yang   profesional   untuk   meningkatkan   atau   menambah 









49 Muhammad Yusuf, Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi 
Umat,(Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009). 
50 Achmad Siddiq, Wakaf Produktif dan Problematikannya Di Dunia Pesantren, Jurnal Millah 
STIT Raden Wijaya, Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, 280.
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lalu,  tapi  esensinya  telah  ada  sejak  adanya  syariat  wakaf  pada  masa 
 
Rasulullah SAW pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.51 
 
Secara  umum tidak  terdapat  ayat  al-Qur’an yang menerangkan 
konsep wakaf secara konkrit tekstual.Wakaf termasuk infaq f ī sabīlillāh, 
maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf 
ini  didasarkan  pada  keumuman  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menjelaskan 
tentang infaq f ī sabīlillāh. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:52 
 
األرض من لكم أخرجنا وممآ ما كسبتم طيبت من امنوآ انفقوا الذين يايها 
 
 
ينغ  هللا  نا  اولمعا  وهيف واضمغت  نا    ل  َا  هيذخاب  متسل وونقفنت  هنم  ثيبخلا 






“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)53 
 
Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang 
diwakafkan untuk  dipergunakan dalam kegiatan  produksi dan hasilnya 
disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.54  Terminologi Wakaf Produktif 
dapat  dilakukan  untuk  memperoleh  perioritas  utama  yang  bertujuan 






51 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rakatama media, 2008), 16. 
52 Dewi Sri Indarti, Urgendi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal 
Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 15, No. 2, Tahun 2017, 102. 
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1976). 
54 Qohaf Mundzir, Manajemen Wakaf ... 161-162 
55 Faishal Haq, Hukum perwakafan..., 175.
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Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan 
karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana 
hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang 
yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaṭṭab 
mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu 
dikelola dan hasilnya untuk kpentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah 
wakaf produktif  dalam arti  mendatangkan  aspek ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat.56  Akan tetapi  di Indonesia banyak pemikiran 
masyarakat yang mengasumsikan bahwa wakaf adalah lahan yang tidak 
produktif, yang cenderung mati, yang memerlukan biaya dari masyarakat, 
seperti kuburan, masjid, dan lain-lain. 
Regulasi  yang  mengatur  tentang   perwakafan  memang  sangat 
minim. Maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia 
keadaannya banyak yang terabaikan atau terhenti atau stagnasi. Stagnasi 
perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada 
tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma 
baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf 
produktif dengan bentuk wakaf uang.57 







56 Wakaf Produktif,  https://www.researchgate.net/publication/305730287 , diakses 10 Oktober 
2019. 
57 Ibid. 4 
58 Khusaeri, Wakaf Produktif, Al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1, 
Januauri – Juni 2015, 91.
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1.   Wakif tidak  membatasi  wakafnya hanya untuk  kepentingan  ibadah 
sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang 
berkelanjutan. 
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat 
enterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. 
3.   Transparansi pengelolaan 
 
Wakaf selama ini yang dominan dalam bidang keagamaan dan dalam 
wujud obyek tanah dan bangunan serta cenderung konsumtif, tak terkecuali 
institusi pondok pesantren yang mayoritas asetnya dalam bentuk tanah dan 
bangunan sebagai warisan tradisi masa lalu. Kini, dengan konsep wakaf 
produktif,  pesantren  dituntut  untuk  mengelola manajemen institusinya 
yang mayoritas berstatus  wakaf agar bergerak dinamis hingga terwujud 
sebagai institusi wakaf pesantren yang produktif dan institusi dakwah yang 
tidak terbatas di bidang keagamaan dan pendidikan semata, akan tetapi 
mampu  menjadi  institusi   yang  dapat   memberikan  kontribusi   sosial 
ekonomi masyarakat melalui program pengembangan masyarakat, 
peningkatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan yang memihak pada 
masyarakat lemah. Keniscayaan ini perlu direalisasikan mengingat 
mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membiayai 






59 Muhammad Fuad, Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan 
Wakaf di Indonesia, (Piramedia: Depok, 2008), hal. 76.
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C.  Manajemen Wakaf Produktif 
 
Pengertian manajemen secara umum adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.60 
Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan 
pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar 
manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara 
efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskann berdasarkan fungsi- 
fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi 
berbagai jenis pekerjaan dan daoat digolongkan dalam satu kelompok 
sehingga membentuk satu kesatuan administrasi.61 
Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, 
pengorganisasian,  kepemimpinan, dan pengawasan berbagai  usaha dari 
nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk 
mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus 
menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya 
merupakan  satu  kesatuan  yang  sistematik,  berikut  ini  akan  diuraikan 









60 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 02 
61 Edi Setiawan, Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes, 
Jurnal Penelitian Sosial 
Keagamaan UIN Sunan Gunung Jati Cirebon, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, 499.
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1.   Perencanaan (Planning/al-Takhthith) 
 
Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 
menentukan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan 
tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik 
untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan 
sebelumnya.62 
Pengertian lain mengatakan bahwa perencanaan merupakan 
suatu proses yang menentukan sasaran yang ingin dicapai, 
tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang 
tepat  untuk  mencapainya  dan sumber daya manusia (SDM) 
yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan 
dilakukan.63   Perencanaan  merupakan bagian dari  sunatullah. 
Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia 
(bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan 
terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan 
agar mendapat hasil yang optimal. Allah berfirman: 
 
مما قلي  َ ل ا  َ ل سنبله في فذروه حصدتم فما  دابا سنين سبع قال تزرعون 
 
 
ل  َيلق  ل  َا  نهل  متمدقام  نلك  أي  دادش  عبس كلذ دعب  نم  يتأي  مث  
۝نولكأ تهيفس وانلا ثاغي  هيف  معا  كلذ دعب  نم  يتأي  مث  ۝ 







62 Amirullah, Pengantar Manajemen (Fungsi-Proses-Pengendalian), (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2015), 63. 
63 Muhammad Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat (Jakarta: Khaitul Bayan, 2002, 109
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“yusuf berkata: ‘supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 
sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu 
biarkan   dibulirnya   kecuali   sedikit   untuk   kamu   makan. 
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, 
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya   (tahun   sulit),   kecuali   sedikit   dari   (bibit 
gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang 
tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 




Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang 
penting dan inheren dalam setiap aktivitas  seorang manajer. 
Perencanaan  merupakan aktivitas  manajemen yang 
palingkrusial bahkan merupakan langkah awal untuk 
menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, tidak 
berlebihan  ketika  Katrin  M.  Bartol  berpendapat,  organisasi 
tanpa  perencanaan tidak  ubahnya seperti  perahu layar tanpa 
kemudi. Sementara itu, usaha untuk mencapai tujuan organisasi 
akan  menjadi  sia-sia.  Dengan  demikian,  perencanaan 
merupakan fungsi utama yang ada dalam manajemen. Karena 
fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi- 
fungsi manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan 
dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang 
direncanakan.65 
Dari   pengertian   perencanaan   yang   telah   dirumuskan 
 




64 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1976). 
65 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif..., 75.
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perwakafan, ada tiga  hal yang mendasar yang termaktub  di 
dalamnya, yaitu:66 
a.   Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang 
digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan 
menentukan  bagaimana tujuan  tersebut  dapat  terealisasi, 
menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan 
standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 
b. Dari   sisi   fungsi   manajemen,   perencanaan   akan 
memengaruhi  dan  memberikan  wewenang  pada  nazhir 
untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 
c.   Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan 
pengambilan keputusan untuk jangja waktu yang panjang 
atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan 
dilakukan  nazhir,  bagaimana  melakukannya,  kapan  dan 
siapa yang akan melakukan. 
 
Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk 
merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah 
organisasi  serta  bagaimana  sesuatu  yang  ingin dicapai  oleh 
sebuah organisasi. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian 








67 Rosalinda, Manajemen wakaf Produktif..., 76.
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Perencanaan berguna sebagai pengaruh untuk 
meminimalisasi ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya 
dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Di 
samping itu, rencana merupakan pedoman agar organisasi 
memperoleh dan mempergunakan sumber daya yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan sehingga anggota organisasi 
melaksanakan aktiivtas yang konsisten dengan tujuan dan 
prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan 
menajer dapat memonitor dan mengukur kemajuan dalam 
emncapai tujuan sehingga tindakan korektif dapat diambil jika 
kemajuan tidak memuaskan.68 
 
2.   Pengorganisasian (Organizing/al-Tanzhim) 
Pengorganisasian (organizing) adalah: 
a.   Penentuna sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan 
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 
b. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau 
kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal 
tersebut ke arah tujuan. 
c.   Penugasan tanggung jawab tertentu. 
d.   Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu 




68 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif..., 78. 
69 Handoko, Manajemen, 79.
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Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk 
mengatur sumber daya insani nazhir wakif guna mencapai 
tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada 
secara efektif dan efisien. Pada masa awal Islam, Rosulullah 
telah menjalankan fungsi pengorgansasian dalam pemerintahan. 
Rosul menentukan program kerja untuk mencapai tujuan dan 
memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan 
kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. 
Bagi seorang muslim, dalam menjalankan kegiatan 
organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya  pada perintah 
Allah SWT., yaitu harus tetap bekerja sama, seperti yang telah 
diisyaratkan Allah dalam firmanNya: 
مكيلع  هللا  تمعن  اوركاذ   واوقرفت  ل  َو  اعيمج  هللا  لبحب  
اومصتعا وافش  ىلع  متنك و  اناوخا  هتمعنب  متحبصاف  مكبولق  نيب  فلاف 
دآءعا  متنكذا  
۝ندوتهت  هللا  نيبي  كلذك   اهنم  مكذقناف رانلا  نم  ةرفح  
 
 
“Dan berpeganganlah kamu semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 
menerangkanayat-ayat Nya kepadamu agar kamu mendapat 




Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian 
berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta 
menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan
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struktur organisasi dengan menunjukan adanya garis 
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nadzir, 
kegiatan perekrutan nadzir, penyeleksian, pelatihan, 
pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan 
sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada 
lembaga pengelolaan wakaf70 
3.   Kepemimpinan 
 
Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan 
kepemimpinan yang harus dilakukan, adalah 
mengimplementasikan   prses  kepemimpinan,  pembimbingan 
dan pemberian motivasi kepada nadzir yang direkrutnya agar 
dapat bekerja secera efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 
wakaf. kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin 
mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.71 
Kepemimpinan   ini   bertujuan   supaya   progam   wakaf 
produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak 
dalam organisasi serta memotivasi supaya semua pekerjaan 
dapat dijalankan sesuai dengan tanggung jawab dan penuh 
kesadaran serta dengan produktivitas yang tinggi. Seorang 
pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju 





70 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif , 80. 
71 Ibid.,81
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nadzir perorangan,  organisasi  atau  yayasan  harus  memiliki 
kemampuan mengarahkan dan memumpin anggota atau 
bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama.72 
Pemikiran manajemen modern berusaha menawarkan 
kriteria yang harus melekat dalam diri seorang pemimpin. 
Seorang pemimpin harus memiliki beberapa kompetisi  yang 
mencerminkan pilar-pilar sebuah kepemimpinan. Kompetensi 
ini berhubungan dengan wawasan pemimpin untuk mengetahui 
kondisi lingkungan dimana harta wakaf itu berada, yang 
tercermin dari kemampuan strategis, mengetahui kondisi para 
bawahan yang berada di bawah kepemimpinannya, yang 
tercermin dari kemampuan interpersonal (komunikasi), dan 
kemampuan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan yang  sedang  ia 
hadapi, yang tercermin dari kemampuan teknis.73 
4.   Pengawasan (Controlling/al-Riqabah) 
 
Semua  fungsi  yang  terdahulu  tidak  akan  efektif  tanpa 
adanya fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak 
digunakan istilah pengendalian. Pengawasan atau pengendalian 
adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 
menjamin  bahwa  rencana  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan 




72 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif..., 34. 
73 Rosalinda, manajemen Wakaf Produktif..., 81. 
74 Handoko, Manajemen, 25.
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untuk memastikan, bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai 
dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, 
penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. 
Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya 
dikenal dengan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan 
yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab 
seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap 
pekerjaan yang diembannya. Menunaikan amanah merupakan 
kewajiban setiap muslim, bersungguh-sungguh dalam 
pekerjaannya, melakukan evaluasi sebelum dievaluasi orang 
lain, dan meyakini, bahwa Allah senantiasa mengawasi segala 
aktivitasnya. Telah dijelaskan, bahwa Allah senantiasa 
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi.75 
Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi 
pengawasan (controlling) yang dilakukan nadzir adalah 
mengevaluasi pencapaian tujuandan target kegiatan sesuai 
dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi 
syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksiatas 
penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian di lakukan 
berbagai  alternatif  atau  solusi  atas  berbagai  masalah  yang 





75 Mundzir Qohaf, Manajemen Wakaf..., 288. 
76 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif..., 86.
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D.  Pengelolaan Wakaf 
 
Kunci utama dalam manajemen wakaf terletak pada eksistensi 
pengelolaan  wakaf,  terutama  nadzir dan  tim  kerja  yang  solid  untuk 
memaksimalkan peran wakaf.77 apabila wakaf dikelola secara profesional, 
maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai 
dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf 
sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. 
 
Pedoman pengelolaan ada tiga aspek yaitu: 
 
 
1.   Aspek kelembagaan wakaf 
 
Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang 
pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang 
menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) tugas mengembangkan wakaf secara 
produktif dengan membina nadzir secara nasional, sehingga dapat 
berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.78 
BWI sebagaimana dikatakan pada Pasal 47 ayat 2 Undang- 
undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan lembaga 
independen   yang   bertugas   memajukan   dan   mengembangkan 






77 Abdurrohman Kasdi, Wakaf Produktif untuk Pendidikan,(Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 
2016), 48 
78 Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf, 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 90. 
79 Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif... 407.
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Adapun tugas-tugas BWI adalah: 
 
a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf. 
b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf berskala nasional 
dan internasional 
c. Memberikan   persetujuan   dan   atau   izin   atas   perubahan 
peruntukan dan status harta benda wakaf. 
d. Memberhentikan dan mengganti nadzir. 
 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 
 
f.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 
menyusun kebijakan di bidang perwakafan.80 
 
Keberadaan BWI sangat urgen. Ini terkait pada upaya 
meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Karena 
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sejak 
diundangkannya   undang-undang   wakaf   menjadi   tanggung 
jawab BWI. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf 
yang berbentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha akan 
mampu mengelolanya dengan baik. Kelahiran BWI lebih 
merupakan langkah antisipasi masa depan, ketimbang respons 







80 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif... 165-166. 
81 Ibid., 408.
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2.   Aspek manajemen nadzir 
 
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 
Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 
peruntukannya.  Nadzir wakaf  bisa  perseorang,  organisasi  atau 
badan hukum, dengan catatan  memenuhi semua persyarat nadzir 
yang ada dalam undang-undang wakaf. Nadzir mempunyai tugas 
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 
dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 
dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia.82 
Fleksibelitas persyaratan nadzir wakaf itu tergantung 
kebutuhan dilapangan. Dalam hal eksistensi  dan kualitas  nadzir 
harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi 
maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang 
berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, 
menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu 









82 Hendi Suhendi, Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui 
Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah), Jurnal 
Peradaban dan Hukum Islam, Vol 1, No. 1, Maret 2018, 13.
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tujuannya.  Secara  umum, pengelolaan  wakaf  dapat  terarah  dan 
terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah dan profesional.83 
Nadzir dapat  dikatakan  sebagai  lembaga  yang  amanah  jika 
 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:84 
 
a. Tanggung  Jawab,  tanpa  adanya  rasa  tanggung  jawab pada 
badan pengelola atau nadzir, maka harta yang dipercayakan 
kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena 
itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga 
kenadziran harus dipastikan  bahwa orang tersebut  memiliki 
tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan 
terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau 
ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek 
tanggung jawab oleh seorang nadzir menjadi kunci yang paling 
pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa 
tanggung jawab ini tidak  dimiliki oleh orang atau  lembaga 
nadzir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan 
yang tidak berfungsi apa-apa. 
b. Efisien.  Salah  satu   dari  inti   pengelolaan  organisasi  dan 
kelembagaan nadzir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, 
lembaga kenadziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan 




83 Kementrian Agama RI, Pedoman Pengelolaan..., 93. 
84 Abdurrahman Kasdi, Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf, Jurnal Zakat dan Wakaf 
STAIN Kudus, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 220.
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biaya administrasi  dan kegiatan  yang terkait  dengan aspek 
pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. 
c. Rasional.   Syarat    ini   merupakan   prinsip   pokok   dalam 
ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan 
dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas 
kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta 
wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola 
pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti 
kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan 
menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah 
satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah 
menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang 
dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme. 
3.   Aspek akutansi dan auditing lembaga wakaf 
 
Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk 
pelaporan  (reporting), pelibatan  (involving), dan  cepat  tanggap 
(responding). Akuntabilitas  dapat  menumbuhkan kepercayaan 
(trust) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas 
menjadi   sesuatu   yang   penting   karena   akan   mempengaruhi 
legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, 
akuntabilitas  bukan semata-mata  berhubungan dengan pelaporan
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keuangan  dan  program  yang  dibuat,  melainkan  berkaitan  pula 
dengan persoalan legitimasi public.85 
Auditing adalah bahwa pihak tertentu  melaporkan secara 
terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak 
yang memberikan amanah mendengarkannya. Jadi ini merupakan 
manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi 
tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. 
Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila 
dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor 
terhadap aspek finansial sebuah entitas atau oragnisasi, maka saat 
ini  misalnya  auditing  sudah melebar jauh sampai  kepada audit 
operasional, audit  manajemen, investigasi  khusus, bahkan audit 
forensik dan audit lingkungan. Dengan perkembangan ruang 
lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami 
perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian 
laporan  keuangan),  sampai  kepada  tujuan-tujuan  tertentu  yang 
dapat bersifat sangat spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan 
prosedur juga mengalami perkembangan sesuai dengan 
perkembangan ruang lingkup dan tujuan,  ditambah  lagi dengan 
kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang 




85 Achmad Arief Budiman, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Jurnal IAIN Walisongso 
Semarang, Vol 19, No 1, Mei 2011, 83. 
86 Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan... 94.
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E.  Pengembangan Wakaf Produktif 
 
Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus 
memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana 
pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku 
pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan 
pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. 
Adapun model pembiayaan dalam pengembangan wakaf produktif 
sebagai berikut: 
1.   Model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional 
 
Dalam model ini ada lima   pembiayaan rekontruksi seperti yang 
disebutkan dalam buku fikih klasik, yaitu: 
a.   Pembiayaan  wakaf  dengan  menciptakan   wakaf  baruuntuk 
melengkapi harta wakaf yang lama. 
Contoh pertama  penambahan wakaf baru ke wakaf lama 
yang sejenis seperti yang dinyatakan dalam sebagian riwayat 
hadis bahwa Utsman  Radhiyallahu Anhu setelah  mendengar 
Rosulullah menganjurkan untuk membeli sumur Raumah dan 
menfaatnya diberikan kepada kaum muslimin, langsung 
membelinya. Ia pertama membelinya separuh, kemudian setelah 
itu membeli separuhnya lagi dan disatukan dengan wakaf 
separuh sumur yang lama. Contoh  lainnya adalah perluasan 
masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode 
pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani
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Abbasiyah. Yang setiap  perluasannya memiliki penambahan 
harta  wakaf yang lama. Contoh  lain dari penambahan harta 
wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik 
dan system pendingin atau pemanas.87 
Sebenarnya penambahan harta wakaf baru yang diwakafkan 
kepada  harta wakaf lama juga merupakan cara pengembangan 
wakaf, karena yang dmaksud dari itu adalah menambah modal 
harta wakaf dan mengembangkannya. Cara pendanaan seperti 
ini barangkali termaksud cara pendanaan yang paling baik yang 
bisa di kembangkan melalui lembaga bantuan pengembangan 
harta wakaf, dimana hal itu juga sejalan dengan berbagai bentuk 
investasi saat ini.88 
b.   Peminjaman untuk pembiayaan operasional harta wakaf. 
 
Peminjaman untuk membiayai operasional dan biaya 
pemelihara untuk mengembalikan fungsi semula wakaf sudah 
biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi 
sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat 
ijin dari hakim pengawas. Dalam buku fikih menjelaskan 
tentang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah 








87 Ibid., 99. 
88 Mundzir Qahaf, Manajemen wakaf Produktif..., 254.
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untuk merekontruksikan atau membangun kembali harta yang 
telah rusak atau terbakar.89 
c.   Penukaran pengganti harta wakaf (Istibdal) 
 
Penukaran barang wakaf yang dimaksud dilakukan dengan 
cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian 
dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang 
wakaf lain dan dipergunakan untuk tuuan yang sama, dengan 
tetap  menjaga  semua  syarat  yang  ditetapkan  oleh  wakif.90 
Hakikat penukaran tidak mengandung unsur perupahan pada 
harta wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan 
didalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual 
beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa 
menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada 
batasan yang masih bisa diterima akal sehat dan sesuai fakta di 
pasar. 
Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai dengan harga 
pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan atau 
pengembangan. Sedangkan penukaran pada sebagaian barang 
wakaf dengan cara menjualnya untuk membangun bagian yang 
lain bisa menambah jumlah dana yang bisa dibuat modal untuk 






90 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, perkembangan Pengelolaan Waka Di Indonesia, 2006, 115.
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wakaf berubah dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian 
lain yang tidak terjual.91 
Cara penukaran harta wakaf adalah satu cara yang dapat 
memberikan pelayanan nyang layak dalam mengaktifkan harta 
wakaf, ketika  terjadi  penukaran pada sebagian harta  wakaf. 
Cara ini juga dapat dilakukan untuk menambah manfaat wakaf 
langsung  bagi  orang-orang  yang  berhak,  sebagaimana  juga 
dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil wakaf, apabila itu 
bisa sejalan dengan syarat yang disetujui wakif, sehingga dapat 
terbentuk  fasilitas  baru  yang  turut  menunjang  penggunaan 
pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai. 
d.   Model pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump 
sum (pembayaran  uang  tunggal)  pembayaran  dimuka  yang 
besar) 
Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqaha untuk 
mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual 
harta wakaf, nadzir (pengelola) dapat menjual hak untuk jangka 
waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodic. Hak 
dijual untuk suatu jumlah lump sum yang besar dibayar dimuka. 
Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun 
tanah  wakaf  dengan  menggunakan  sumbernya  sewa  secara 




91 Mundzir Qahaf, Manajemen wakaf..., 256.
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eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk satu periode yang 
lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami 
manusia atau mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah 
satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: 
dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan dan lain-lain.92 
e.   Al-Ijarātain, sewa dengan dua kali pembayaran. 
 
Penyewaan ganda harta wakaf dapat dilakukan dengan cara 
menyewakan harta tetap wakaf dalam kurun waktu yang lama 
hingga bertahun-tahun,  dimana sistem pembayarannya terdiri 
dari pembayaran cash dalam jumlah yang besar dan pembayaran 
kecil berkala (misalnya tahunan) pada masa-masa yang akan 
datang. Cara pembayaran yang dilakukan pada penyewaan 
ganda ini juga dilakukan pada penjualan dengan model hukr. 
Bedanya, penjualan hukr bisa bersifat abadi atau selamanya.93 
2.   Model pembiayaan wakaf produktif secara institusional 
a.   Model pembiayaan Murābahah 
Murabāhah  adalah  transaksi   penjualan  barang  dengan 
 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (magin) yang 
disepakati  oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan 
murabāhah dengan penjualan yang biasa adalah penjual secara 





92 Ibid., 102. 
93 Ibid., 272
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tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. 
Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas 
besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh 
kesepakatan.94 
Nadzir   wakaf    dapat    melakukan    penjualan    dengan 
 
keuntungan yang jelas ketika sumber wakaf yang khusus dapat 
mendanai   sebagias   dari   kegiatan   pengembangan   wakaf, 
terutama pihak pekerja, dana listrik dan semua dana 
pembangunan. Sedangkan apabila kebutuhan dana mencakup 
pendapatan ini juga, maka nadzir harus melakukan cara 
pendanaan lainnya. 
b.   Model Istiṣna’ 
 
Istiṣna’ adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan 
untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan.95  Dalam 
pengertian lain   istiṣna’ adalah akad jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan 
penjual.96 
Cara pendanaan dengan sistem  istiṣna’ menuntut  adanya 
 





94 Sri Murhayati dan Wasilah, Akutantansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Selemba 
Empat,2015), 174. 
95 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Pustaka Selemba 
Empat, 2015), 112. 
96 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah..., 125.
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nadzir wakaf, dan akad istiṣna’ lainnya anatara pendana dan 
kontraktor  sebagai  pelaksana  pembangunan.  Dana 
pembangunan dibayar cash, sementara nadzir membayar secara 
bertahap  hingga proyek wakaf dapat  memberikan hasil dari 
investasinya. Dengan demikian akad istiṣna’ menjadikan wakaf 
berhutang kepada yang memberikan dana. 97 
c.   Model Ijārah 
 
Ijārah  merupakan   transaksi   mengontrak   jasa   tertentu 
disertai dengan kompensasi. Dalam ijarah ini, terjadi pemenikan 
jasa dari seorang ajīr (orang yang dikontrak tenaga kerjanya) 
oleh musta’jīr dan terjadi pemilikan harta dari musta’jīr oleh 
ajīr. Aktifitas ijarah merupakan perkerjaan yang diperbolehkan 
selama syarat dan rukun ijārah terpenuhi.98 
Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana 
pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas 
manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta 
wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja 











97 Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan..., 103. 
98 Fahrur Ulum, Sistem Ekonomi Islam,(Surabaya: Gerbang Media Aksara, 2015), 35. 
99 Mundzir Qahaf, Manajemen wakaf..., 283.
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d.   Mudharabah oleh pengelola harta wakaf dengan penyedia dana 
Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta 
wakaf    dengan    asumsi    peranannya    sebagai    pengusaha 
(mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan 
untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem- 
bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu nmenghasilkan 
minyak. Manajemen akan tetap berada d tangan pengelola harta 
wakaf  secara  eksklusif  dan  tingkat   bagi  hasil  ditetapkan 
sedemikian   rupa   sehingga   menutup   biaya   usaha   untuk 



















































PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI SMP 
MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL JOMBANG 
 
 
A.  Profil SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang 
 
Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah Boarding School 
(MBS) Jombang. SMP ini berbentuk pondok pesantren modern, berada di 
Jalan Sawunggaling  Mojoanyar gang V, Desa  Mojotengah  Kecamatan 
Bareng Kabupaten Jombang. 101 
SMP MBS Jombang ini mulai dibuka tahun 2014. Yang mulanya 
hanya sebuah program khusus dari SMP Muhammadiyah 1 Jombang. Saat 
ini SMP MBS Jombang menempati sebuah komplek pondok. Yang mana 
komplek pondok ini adalah wakaf Bapak H. Ihsan, kemudian komplek 
pondok ini di pindah ahli nadzir pengelola ke Pimpinan Daerah Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Jombang. Sebelum di serahkan ke Persyarikatan 
Muhammadiyah tanah wakaf ini di kelolah untuk pondok pesantren 
Baiturrohmah. Dengan nadzirnya pengelolanya adalah: 
1.   Ahmad Yulianto 
 
2.   H. Dawud 
 
3.   H. Basuki Rahmat 
 



















5.   Ny. Darmawati 
 
Pondok  Pesantren  Baiturrahmah  ini  ditutup  karena  ada  berita 
terkait penyelewengan ajaran sehingga di boikat oleh pemerintah. Setelah 
fakum akhirnya pihak keluarga atau ahli  waris Bapak Ihsan memutuskan 
untuk menyerahkan pengelolaan ke Persyarikatan Muhammadiyah. 
Pada tahun 2011 wakaf komplek pondok   ini diserahkan ke 
Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum didirikan SMP Muhammadiyah 
Boarding School Jombang   Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang 
masih bimbang akan mengelola tanah tersebut menjadi apa. Karena dalam 
berita acara penyerahan tanah wakaf pihak ahli waris wakif  menyatakan 
bahwa peruntukan tanah wakaf “terserah Persyarikatan Muhammadiyah”. 
Akhirnya    Persyarikatan    Muhammadiyah    mendirikan    klinik 
 
kesehatan   akan   tetapi   tidak   berjalan   lancar.   Kemudian   mencoba 
menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur’an 
dan panti asuhan tetapi semuanya sama masih belum berjalan lancar hingga 
akhirnya pada tahun 2013 PDM Jombang menunjuk tim perumusan untuk 
pendirian pondok pesantren yang terdiri dari: 
1.   Ketua        : Drs. Soetarno, M. Si 
 
2.   Sekretaris  : Muzaiyyin, S. Pd 
 
3.   Bendahara : Drs. Muhammad Irham 
 
4.   Anggota    : Mauquf Ulil Azmi, S. T 
 
 
Tim perumusan ini bekerja selama kurang lebih 1 tahun dan tepat 
pada tanggal 24 Maret 2014 SMP MBS Jombang secara resmi dibuka. Pada









awal tahun pelajaran 2014/2015 untuk tahun pertama SMP MBS Jombang 
menerima santri sebanyak 9 orang santri putra. 
 
1.   Visi SMP MBS Jombang102 
 
Visi SMP MB    S Jombang adalah Menjadi pendidikan Islam yang 
 
berkualitas dan modern dalam penyiapan pemimpin Islam masa depan 
 




Indikator Ketercapaian VlSI : 
 
Indikator ketercapaian visi “Penyiapan Pemimpin Islam Masa Depan 
 
Dengan Nilai-Nilai dan Paham Muhammadiyah untuk Kebangkitan 
 
Umat” dan “Menjadi pendidikan Islam yang berkualitas dan modern". 
 
2.   Misi MBS Jombang 
 
SMP MBS Jombang memiliki misi sebagai berikut: 
 
a.   Menyelenggarakan   pendidikan   yang   berkualitas   dan   modern 
 
dengan cara mengoptimalkan potensi santri dan mengintegrasikan 
 
nilai-nilai  Islam  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan 
teknologi 
b.   Menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  handal  sebagai  kader 
pemimpin umat bagi kebangkitan Islam masa depan 



















3.   Tujuan MBS Jombang 
 
Tujuan SMP MBS Jombang adalah: 
 
a.   Mencetak generasi Qur’ani yang mampu memahami, menghayati 
 
dan mengamalkan al-Qur`an dan hadis dalam kehidupan 
 
b.   Membekali santri dengan keterampilan berbahasa Inggris dan Arab 
 
agar mampu meraih cita-cita dan impiannya 
 
c.   Memberikan   pemahaman   ajaran   Islam   secara   komprehensif, 
 
integratif dan mencerahkan 
 
d.   Membekali  santri  dengan  ilmu-ilmu  umum  dalam  kurikulum 
 
Nasional plus dengan pendekatan interdisipliner 
 
e.   Mengusahakan  lahirnya  kader  pemimpin  umat  dan  khususnya 
 
pemimpin Muhammadiyah masa depan. 
 
4.   Keadaan Santri 
 
Jumlah santri SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang dari 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan 









1. 2014/2015 9 -  
2. 2015/2016 45 15  
3. 2016/2017 89 56  
4. 2017/2018 120 94  















Sub Jumlah 425 294  
Total Jumlah 719  
 
 
































No Nama Jabatan Keterangan 
1 Prof. DR. H. Syafiq A Mughni, MA Penasehat  
2 Prof. DR. ThohirLuth, MA Penasehat  
3 Asep Sholahudin, M. Ag Penasehat  
4 Ghofar Ismail, MA Penasehat  
5 Dr. H. Rachmat Hadi Santosa, Sp.A Penasehat  
6 Ir. H. Abdul Maqlik M.P Penasehat  
7 Drs. Soetarno, M.si Penasehat  
8 Drs. Anies supriyanto Hadi M.Pd Penasehat  
9 Siswatiningdyah Amri Penasehat  
10 Drs. H. Moh Ali Said, M. Pd Direktur MBS  
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12 Drs. Muhammad Irham Pengasuh  




14 Andi Muhammad Nur Ichwan S.Thi Kaur Humas  




16 Muzaiyin, S. Pd Kaur     Sarana 
dan Prasarana 
 








1.   Pengelolaan Wakaf SMP Muhammadiyah Boarding School 
 
Pengelolaan wakaf yang dikelola secara profesional, maka ia akan 
menjadi lembaga Islam potensial  yang berfungsi dalam pendanaan dan 
pengembangan perekonomian umat. 
Wakaf  yang  ada  di  SMP  Muhammadiyah  Boarding  School 
Jombang sebagian wakaf yang diterima adalah wakaf peralihan. 
Disebutkan dalam sebuah wawancara bersama bapak Lukman Hakim 
selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Jombang: 
“Dulu MBS (sebutan SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang) 
sebelumnya  bernama  yayasan  Baitul  Amin.  Keluarga  besar  Baitul 
Amin menyerahkan tanah wakaf sebesar kurang lebih 5 hektar. Saat ini 
wakif sudah meninggal dan sekarang diganti ahli warisnya. Jadi, waktu
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penyerahan tanah diwakilkan ahli warisnya ke Pimpinan 
Muhammadiyah, tanah yang diserahkan sebagian sudah bersertifikat 
dan sisanya kurang lebih 2 hektar masih berbentuk petok D (tanah yang 
tidak memiliki hak milik atau kepemilikan), yang petok D di wakafkan 
ke Pimpinan Muhammadiyah Jombang, sedangkan yang bersertifikat 
nadzirnya digantikan ke Muhammadiyah.”104 
 
Tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir Muhammadiyah saat ini 
masih dalam proses pergantian  nadzir dan juga pelegalan sertifikat 
tanah yang masih petok D. Pergantian nadzir yang dilakukan adalah 
status nadzir yang mulanya perseorangan di pindah alihkan ke nadzir 
badan hukum. Seperti sebuah wawancara: 
“Sertifikat wakafnya ternyata masih perorangan. Tanah wakaf ini 
punya yayasan tapi bentuk wakafnya adalah wakaf perorangan. Dan 
dari wakaf di serahkan ke Muhammadiyah Jombang. Jadi wakaf itu 
tidak boleh dijual, hibah, tidak boleh di tukar guling, tapi susah itu 
proses tukar guling. Wakaf ini adalah oper alih wakaf perorangan dan 
bukan hibah. Wakaf perorangan diganti ke wakaf persyarikatan atau 
badan hukum. Saat ini masih belum diurus lagi pergantiannya. Saat ini 
yang ada hanya dokumen-dokumen penyerahan saja. Cuman ada bukti 
hitam diatas putih.”105 
 
Sebelum didirikan SMP Muhammadiyah Boarding School 
Jombang, wakaf ini sempat dijadikan beberapa kepentingan umat 
seperti klinik kesehatan, masjid dan tempat pembelajaran al-Qur’an, 
serta panti asuhan. Akan tetapi semua itu tidak berjalan dengan baik 
dan akhirnya sempat  terabaikan.  Dan pada tahun  2014 tercetuslah 
pendirian SMP Muhammadiyah Boarding School ini. 
Proses pendirian ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, 
 




104 Wawancara, minggu 2 April 2019, Drs. Lukman Hakim.,M.Si. 
105 Ibid.
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banding ke beberapa pesantren yang sudah berdiri lebih dulu 
diantaranya,  Muhammadiyah Boardong School Prambanan, Pondok 
Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Mualimin dan Mualimat. 
Untuk tanah yang berupa tanah persawahan, disewakan untuk lahan 
sawah dan juga sebagian lapangan olah raga santri. Dari tanah yang 
disewakan tersebut, setiap tahunnya mendapat hasil sekitar Rp 15.000.00- 
, yang nantinya hasil tersebut masuk ke dalam kas dan digunakan sebagai 
biaya pembangunan pesantren.106 
Transparansi dan akuntabilitas yang memadai adalah upaya untuk 
mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan mencari keseimbangan 
secara efektif dan terstruktur dalam proses, pengelolaan, keterlibatan stike 
holder, pelaporan  yang  berbasis  kinerja,  dan  kegiatan  yang  lain  yang 
berkaitan dengan pertanggungjawaban. Di sebuah wawancara bersama 
bapak Irham, mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas  di SMP 
MBS Jombang setiap satu tahunnya dilaporkan kepada PDM Jombang. 
Akan tetapi pihak lembaga biasanya melakukan kunjungan secara 
mendadak.107 
Problematika yang ada saat ini adalah kelegalitasan tanah wakaf. 
Hal ini meliputi sertifikat tanah wakaf dan administrasi lainnya. Dari hasil 
wawancara dengan bapak Lukman, beliau menjelaskan bahwa kendala saat 
ini adalah tanah yang masih petok D dan juga kelegalan pergantian nadzir
67 
108 Wawancara, kamis, 4 April 2019, Drs. Lukman Hakim, M.Si 
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dari nadzir perorangan ke nadzir organisasi. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan beliau: 
“Bentuk  tanahnya  sebagian  sudah  bersertifikat  wakaf  sebagian  masih 
petok D, jadi yang petok D itu yang di wakafkan ke kita (persyarikatan 
Muhammadiyah) dan yang dulu bersertifikat diserahkan ke kita 
(perserikatan Muhammadiyah) dari nadzirnya.”108 
 
Dari segi pengurusan tanah  yang masih petok  D dan pelegalan 
pergantian  nadzir adalah  terkendala  di dalam faktor  struktural.  Bapak 
Lukman mengatakan bahwa pengurusan administrasi ini terkendala dari 
persetujuan kepala desa dan juga ahli waris wakif. 
 
2.   Pengembangan Wakaf SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang 
 
Pengembangan yang dilakukan SMP Muhammadiyah Boarding 
School Jombang untuk menjamin kelanggengan harta benda wakaf dan 
dapat terus memberikan pelayanan sesuai dengan tujuannya. Penggalangan 
dana untuk pengembangan di SMP Muhammadiyah Boarding School 
Jombang adalah dengan infaq. Seperti  yang diungkapkan bapak Irham 
dalam sebuah wawancara: 
 
“Pembiayaan dan pembangunan didapat dari, satu infaq pembangunan itu 
sendiri, dua infaq wali santri, dan ketiga infaq masyarakat. Ada dana untuk 
semacam investasi  gitu,  itu  pengadaan depo air minum. Itu  dari infaq 
masyarakat terus kita bor sendiri terus ada alat sterilnya sendiri.”109 
 
Dikatakan   dalam   wawancara   ada   semacam   investasi   yang 
dilakukan di SMP MBS Jombang, pada tahun 2016 pihak pengelola MBS 













dari infaq wali santri dan sumbangan infaq dari masyarakat sekitar. Dana 
yang dibutuhkan untuk pengeboran dan pengadaan depo air ini sekitar Rp 
150.000.000-. Sebelum pengadaan depo air, pihak pengelola membeli air 
untuk  minum santri  dan setelah  adanya depo air setiap  bulannya dari 
anggaran konsumsi santri diambil Rp 2.500.000 yang mana uangnya masuk 
ke kas pesantren digunakan untuk pembangunan dan pengembangan 
pesantren.110 
Tidak hanya diranah ekonomi saja pengembangan yang dilakukan 
SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang, akan tetapi faktor 
pendidikannya juga sangat diperhatikan perkembangannya. Dalam 
perjalanan waktu 5 tahun SMP Muhammadiyah telah mendapatkan 
Akreditasi A dari BANPT dan juga mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. 
Baru-baru  ini  SMP  Muhammadiyah  Boarding  School  Jombang 
telah meresmikan beberapa gendung yang baru terselesaikan salah satunya 
adalah laboratorium fisika dan kimia serta laboratorium komputer yang 
bertaraf Internasional. Dalam sebuah wawancara dengan bapak Irham 
mengatakan: 
“Teknologi  di  MBS  saya  sangat  memperhatikannya, ya  salah  satunya 
laboratorium yang baru dibangun itu (Lab. Kimia fisika dan Lab 
Komputer).”111 
 
3.   Manajemen Wakaf
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Manajemenn wakaf meliputi perencanaan, pengawasan, 
pengorganisasian dan pelaporan. Perencanaan yang dilakukan sebulum 
didirikan SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang adalah 
melakukan studi kelayakan terlebih dahulu ke Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dan juga melakukan studi banding ke beberapa pondok 
pesantren diantaranya, Pondok pesantren Mualimin dan Mualimat 
Yogyakarta, Pondok Pesantren Sains Muhammadiyah Sragen, 
Muhammadiyah Boarding School Prambanan, Pondok Pesantren Gontor 
dan lain sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan SMP MBS ini ada 
sedikit kedala yaitu mendapatkan penguurus pesantren atau kepala 
pesantren atau mudir yang bisa setiap hari berada dilingkungan pesantren. 
Seperti wawancara bersama bapak Lukman Hakim menjelaskan: 
“Kendala selama proses pendirian itu pencarian musrif atau mudir pondok 
yang setiap hari ada di pondok, 24 jam lah biasa mengawasi santri. Dan 
dapatlah itu pak Irham yang secara tidak langsung mewakafkan dirinya ke 
MBS.”112 
 
Dalam hal pengawasan yang dilakukan Muhammadiyah dalam 
pengembangan dan pengelolaan wakaf ini beberapa majelis yang ada di 
Pimpinan Muhammadiyah terjun untuk melakukan pengawasan, diantara 
majelis yang terlibat dalam pengawasan ini adalah LP2M (lembaga 
pemberdayan masyarakat), Majelis pendidikan dasar dan menengah, serta 







112 Wawancara, Rabu, 17 Juli 2019, Drs. Lukman Hakim, M.Si 
113 Ibid., 17 Juli 2019.
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Untuk pelaporan yang dilakukan pihak SMP Muhammadiyah 
Boarding School Jombang kepada nadzir dilakukan setiap tahun dan akan 
di setorkan ke selurus aspek perserikatan Muhammadiyah.114 
Dalam penulisan laporan keuangan pihak pengelola penunjuk tiga 
unsur dalam manajemen sekolah yaitu, Bendahara pesantren, Tata Usaha 
dan guru.115 
 
C.  Peran Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 
 
Peran lembaga pengelolaan wakaf (nadzir) yang profesional sangat 
diperlukan untuk melakukan pengewasan terhadap pengembangan wakaf. 
badan wakaf Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan 
terhadap nadzir, penjelasan ini di sebutkan dalam Undang-undang nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut beliau tugas utama nadzir adalah 
untuk menyelamatkan aset dan mengelola aset sesuai dengan kegunaan.116 
Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Jombang  adalah  nadzir dari 
 
tanah yang diperuntukan sebagai SMP MBS Jombang. Menurut keterangan 
bapak Lukman Hakim selaku Pimpinan yang membawai Majelis Wakaf 
dan Kehartabendaan PDM Jombang, bahwa pihak Muhammadiyah 
menyerahkan atau menunjuk Kepala sekolah atau Mudir pesantren sebagai 
pengelola pesantren.117 Keterangan ini diperkuat dengan pernyataan bapak 




114 Wawancara, Kamia, 11 Juli 2019, Drs. Muhammad Irham 
115 Ibid. 
116 Wawancara, Rabu, 17 Juli 2019, Drs. Lukman Hakim, M.Si 
117 Ibid. 17 Juli 2019.
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“Pengelolaan seluruhnya itu sudah langsung dikelola manajemen pondok, 
seluruhnya sudah dimanajemen pesantren sendiri. PDM sudah nggak ikut- 
ikut mbak, tapi setiap bulannya selalu melakukan pelaporan ke PDM. Dan 





Beliau juga mengatakan bahwa proses manajemen seluruhnya 
dilakukan oleh pesantren sehingga mempunyai kekuasaan tersendiri dalam 
mengelola pondok dantidak ada dua pemikiran yang bertolak belakang, 
yang   nantinya   dapat   menghambat   pengelolaan   dan   pengembangan 
wakaf.119 
Setiap tahunnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang akan 
memberikan motivasi terkait  pengembangan wakaf diJombang. Sebagai 
mana hasil wawancara bersama bapak Lukman: 
“Jadi setiap rapat kerja seluruh majelis itu memberikan motivasi ke 
nadzir, untuk  menyelesaikan masalahnya. Nah masalah yang urgen itu 




Untuk hal lain terkait sosialisasi tentang pengelolaan dan 
pengembangan wakaf kepada nadzir atau pengelola wakaf, yang di lakukan 
oleh Kementrian Agama setempat masih belum terlaksana seperti 
wawancara dengan bapak Lukman.121 
“Belum ada laporan ke BWI, dalam  waktu dekat ini akan laporan 
 





118 Wawancara, kamis, 11 Juli 2019, Drs. Muhammad Irham 
119 Ibid., 11 Juli. 
120 Wawancara, Rabu, 17 Juli 2019, Drs. Lukman Hakim, M.Si 
121 Ibid., 17 Juli 2019. 
122 Wawancata,  Rabu, 09 oktober 2019, Drs. Lukman Hakim, M.Si.












ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF 





A.  Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP MBS Jombang 
 
Wakaf selama ini  yang dominan dalam bidang keagamaan dan 
dalam wujud obyek tanah dan bangunan serta cenderung konsumtif, tak 
terkecuali institusi pondok pesantren yang mayoritas asetnya dalam bentuk 
tanah dan bangunan sebagai warisan tradisi masa lalu. Kini, dengan konsep 
wakaf produktif, pesantren dituntut untuk mengelola manajemen 
institusinya yang mayoritas berstatus wakaf agar bergerak dinamis hingga 
terwujud sebagai institusi  wakaf pesantren yang produktif dan institusi 
dakwah yang tidak terbatas di bidang keagamaan dan pendidikan semata, 
akan tetapi mampu menjadi institusi yang dapat memberikan kontribusi 
sosial ekonomi masyarakat melalui program pengembangan masyarakat, 
peningkatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan yang memihak pada 
masyarakat lemah. Keniscayaan ini perlu direalisasikan mengingat 
mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membiayai 








123 Muhammad Fuad, Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan 













Kunci utama dalam manajemen wakaf terletak pada eksistensi 
pengelolaan  wakaf,  terutama  nadzir dan  tim  kerja  yang  solid  untuk 
memaksimalkan peran wakaf. dan untuk menjamin kelanggengan harta 
wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan 
tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas  biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan. 
Di pengelolaan wakaf produktif ada tiga aspek yang harus 
terpenuhi, yaitu: 
1.   Aspek kelembagaan 
 
2.   Aspek manajemen nadzir 
 
3.   Aspek transparansi dan akuntabilitas 
 
 
SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang memiliki 
kelembagaan atau pengorganisasian yang jelas. Akan tetapi kelembagaan 
di sini adalah hubungan antara nadzir dan lembaga pemerintah yaitu Badan 
Wakaf Indonesia (BWI). Yang mana hubungan yang dimaksud adalah 
adanya fungsi pembinaan yang di lakukan BWI kepada para nadzir. SMP 
MBS Jombang belum memiliki kelegalitasan hukum, tanah wakaf yang 
ditempati sudah memiliki sertifikat tanah dan memiliki kelegalitasan 
hukum.   Akan   tetapi   untuk   kenadziran  masih   hitam   diatas   putih, 
penyerahan berkas persetujuan pemindahan nadzir Baitul Amin ke nadzir 
baru yaitu  Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang. Jadi, hubungan 
antara nadzir dan BWI masih belum terjalin karena proses administrasi









yang belum terselesaikan, sehingga selama ini SMP MBS Jombang belum 
mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf. 
 
Tugas nadzir salah satunya adalah mengawasi dan melindungi harta 
benda wakaf. Jika harta  benda wkaf berupah  tanah,  maka yang harus 
dilakukan nadzir adalah segera membuatkan sertifikat tanah wakaf, 
melakukan advokasi terhadap tanah-tanah yang masih sengketa, dan 
memberdayakan wakaf secara produktif. 
 
Nadzir SMP  Muhammadiyah  Boarding  School  Jombang  telah 
mengupayakan dalam melindungi harta benda wakaf yang telah diserahkan 
pengelolaannya. Pada bab sebulumnya telah memaparkan wawancara 
terkait pengurusan tanah yang berstatus petok D. Dari hasil tersebut dapat 
dikatakan bahwa nadzir SMP MBS Jombang sudah berusaha melindungi 
harta benda wakaf yang diserahkan pengelolaanya oleh wakif. 
 
Pembiayaan  dalam  pengembangan  wakaf  produktif  dilakukan 
untuk menjammin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Model pembiayaan 
dalam pengembangan  wakaf produktif  ada  2  yaitu  model pembiayaan 
wakaf produktif secara tradisional dan pembiayaan wakaf produktif secara 
institusional. 
 
SMP MBS Jombang memiliki beberapa pembiayaan dalam 
pengembangan wakaf. Dana yang didapat SMP MBS Jombang untuk 
pembiayaan pembangunan pengembangan pesantren adalah dari infaq wali









santri, infaq pembangunan, dan juga infaq masyarakat. Dari dana infaq 
yang masuk pihak pengelola memanfaatkan  dananya untuk  pembuatan 
depo air. Yang dilakukan pengeboran dan pensterilan  sendiri dari dana 
infaq dan dana pembangunan.  Pembuatan depo air ini memerlukan dana 
sekitar Rp 30.000.000,00 yang dibuat pada tahun 2016. Setiap bulannya 
pembuatan depo air ini memberikan kontribusi sebesar Rp 2.500.000 yang 
nantinya langsung masuk dana kas pesantren dan digunakan untuk 
pembangunan pesantren. 
 
Selain dari pengelolaan depo air, SMP MBS juga memiliki tanah 
yang disewakan untuk pertanian dan hasil penyewaan tersebut setiap 




Dari hasil wawancara diatas dapat diketetahui pengembangan SMP 
MBS Jombang melakukan pembiayaan dengan model tradisional  yaitu 
yang  pertama  menggunakan  model  pembiayaan  wakaf  dengan 
menciptakan wakaf baru berupa pengadaan depo air dan juga beberapa 
saran-prasaran yang dibangun. Yang kedua model penyewaan jangka 
panjang berupa tanah persawahan. 
 
Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa pengelolaan SMP 
Muhammadiyah masih belum memenuh keseluruhan aspek yang ada, yaitu 
aspek kelembagaan, hubungan antara nadzir dan BWI terhalang karena 
proses    administrasi.     Sedangkan    untuk     perkembangannya    SMP









Muhammadiyah Boarding School Jombang menggunakan dua model 
pembiayaan yaitu model  pembiayaan dengan menciptakan model wakaf 
baru dan model sewa jangka panjang, yang keduanya merupakan 
pembiayaan wakaf prosuktif secara tradisional. 
 
B.  Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan 
wakaf 
Dalam wakaf prduktif ada beberapa faktor yang mendukung dan 
menghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut. 
1.   Faktor pendukung dan penghambat internal 
 
Faktor  internal  pendukung adalah faktor  pendukung 
berkembangnya SMP MBS Jombang yang dilihat dari sisi dalamnya, 
adapun foktor pendukung internal tersebut adalah: 
a.   Kualitas pengejar yang bagus 
 
Di dalam pondok pesantren terdapat pengurus atau tenaga 
pendidik yang turut serta dalam mengembangkan keberadaan 
pondok pesantren.  Pendidik-pendidik yang memiliki kualitas 
diri  yang  bagus.  Dari  pengamatan  peneliti  hampir  seluruh 
tenaga pendidik di SMP MBS Jombang masih muda. Dan hal 
itu dibenarkan oleh kepala sekolah MBS Jombang bapak Irham, 
bahwa guru muda itu diharapkan dapat memberikan inovasi- 
inovasi baru terhadap pondok, dan menurut beliau tenaga 
pendidik yang muda dapat lebih menyatu dengan para santri.









Fungsi tenaga pendidik disini sangat penting bagi 
keberlangsungan lembaga pendidikan ini, dengan adanya tenaga 
pendidikan yang mumpuni, SMP Muhammadiyah Boarding 
School Jombang hingga sekarang dapat  berkembang dengan 
sangat baik dan dapet diterima dengan baik pula oleh 
masyarakat sekitar. 
b.   Tingkat kedisiplinan santri 
 
Sebenarnya santri termasuk salah satu problematika 
pesantren yaitu santri baru yang masih tidak betah atau tidak 
kerasan di pesantren. Akan tetapi  dengan berjalannya waktu 
dan kesabaran para guru untuk memotivasi sehingga santri 
kembali nyaman berada di pesantren dan menjadi fakor 
pendukung perkembangan pesantren. 
Dukungan dari santri juga menjadi nilai plus di SMP MBS 
Jombang ini. Dengan berbagai prestasi yang didapat dan juga 
etika  yang  baik.  Menurut  bapak Irham, pengurus  pesantren 
tidak akan segan-segan menghukum para santri yang melanggar 
peraturan. Seperti hal nya dalam perkara mencuri, santri yang 
ketahuan mencuri akan langsung dikeluarkan dari sekolah. 
c.   Peran aktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang 
 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang adalah nadzir 
 
dari tanah SMP MBS Jombang. Dalam kepemimpinannya PDM













d.   Proses pembelajaran yang berkualitas 
 
Dalam kurun waktu lima tahun berdirinya SMP MBS Jombang 
telah terakreditasi A oleh BANPT dan pada tahun 2018 telah 
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Di tahun 2019 ini 
gedung baru SMP MBS Jombang telah rampung yang nantinya 
akan dijadikan sebagai laboratorium yang telah tersertifikasi 
oleh internasional.  Dan keunggulan yang lain adalah 
pembiasaan menggunakan bahasa asing yaitu bahasa arab dan 
juga bahasa inggris setiap harinya. Selain itu program tahfidh 
al-Quran juga ada, minimal lulusan SMP MBS Jombang 
memiliki 5 Juz hafalan. 
Bapak Lukman menyatakan kekagumannya terhadap 
perkembangan MBS Jombang yang sangat baik. 
 
Faktor penghambat internal pengelolaan dan pengembangan 
 
SMP MBS Jombang, sebagai berikut: 
 
 
a.   Sulitnya mencari tenaga pendidik 
 
Tenaga  pendidik  yang  dibutuhkan  di  SMP  MBS  Jombang 
adalah yang bisa berada di asrama selama 24 jam penuh. Dan 
hal ini adalah menjadi permasalah utama ketika awal 
dididrikannya MBS.









b.   Kurangnya sarana prasarana 
 
Sarana  prasarana  adalah  hal  yang  sangat  dibutuhkan,  oleh 
karena itu pembangunan selalu dilakukan setiap tahunnya di 
SMP MBS Jombang. Pada tanggal 15 September 2019 beberapa 
gedung baru diresmikan oleh Ibu Bupati Jombang dan Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah jombang. Karena kurangnya sarana 
prasarana ini banyak sekali calon santri yang akhirnya ditolak 
karena setiap tahunnya hanya menerima sesuai kuota kelas. 
2.   Faktor pendukung dan penghambat eksternal 
 
Adapum faktor pendukung eksternal SMP MBS Jombang, adalah: 
 
a.   Dukungan pemerintah kota atau desa 
 
Pemerintah kota sangat mendukung dengan adanya SMP MBS 
Jombang, terbukti  dalam acara peresmian gedung Ibu Bupati 
Jombang datang langsung tanpa perwakilan. 
b.   Tata letak Pesantren 
 
Tata letak juga mempengaruhi perkembangan pesantren, tata 
letak SMP MBS Jombang terbilang masuk keranah desa. Ini 
menjadi suatu kelebihan karena ada sebuah tanah yang akhirnya 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Suasana 
pedesaan yang tidak begitu bising membuat santri lebih tenang 
belajar.









c.   Pengembangan pembiayaan pesantren 
 
SMP  MBS  Jombang  memiliki  beberapa  pembiayaan  yang 
digunakan untuk pembangunan pesantren. 
 
Keberadaan SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang juga 
mendapat hambatan yang berasal dari masyarakat ataupun yang lain. 
Adapun faktor penghambat SMP MBS Jombang adalah faktor administrasi 
tanah wakaf 
 
Masalah administrasi ini adalah masalah yang berkaitan dengan 
kelegalitasan  tanah  wakaf.  Dikarenakan  tanah  wakaf  yang  disewakan 
untuk persawahan masih memiliki belum memiliki hak tanah atau masih 
petok D. Selain masalah kelegalan tanah, kelegalan nadzir pun masih belum 
terurus karena kendala persetujuan dari ahli waris wakif juga kepala desa. 
 
C.  Peran Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif 
 
Tugas nadzir dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 
 
2014 Pasal 11 yaitu: 
 
1.   Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 
 
2.   Mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
3.   Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 
 
4.   Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia









Sistem    pelaporan yang dilakukan pengelola kepada nadzir 
dilaksanakan setiap  tahunnya.  Akan tetapi  terkadang  Pimpinan daerah 
biasanya meminta laporan sewaktu-waktu secara mendadak. 
 
Pengelolaan yang dilakukan nadzir dengan tidak menggunakan 
tanah wakaf pada kegiatan yang negatif. Karena wakif dan ahli waris wakif 
tidak melakukan pembatasan terkait  pengelolaan tanah wakafnya, yang 
mana sudah tertera pada lembar berita acara. 
 
Gambar 1.1









Selain memanfaatkan dan mengelola tanah wakaf pada kegiatan 
yang positif, pihak nadzir pun juga mengelola dan menjaga kelegalitasan 
tanah wakaf dengan upaya menyegerakan sertifikat tanah yang petok D 
dan juga proses pergantian nadzir. 
 
Sedangkan untuk pengembangannya pihak nadzir mengupayakan 
pembangunan-pembangunan  sarana  prasarana  yang  masih  kurang.  Dan 
juga penguatan mutu sekolah yang berbasis international school. Selain itu 
nadzir juga mengupayakan peluang bisnisyang dikembangkan saat yaitu 
depo air minum. Yang mana depo air minum tersebut tidak hanya dapat 
memenuhi  kebutuhan  santri  akan  tetapi  juga  bisa  dijadikan  usaha  air 
minum  yang  nantinya  dijual  ke masyarakat  umum,  seperti  contoh  air 
minum santri yang di buat oleh samtri Sidogiri. 
 
Dari hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa SMP 
Muhammadiyah Boarding School ataupun Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah selaku nadzir melakukan perannya dalam pengelolaan dan 
pengembangan wakaf merujuk pada Undang-undang dan sudah sepenuhnya 
menyesuaikan undang-undang. Hanya saja  ada  satu  tugas  yang belum 
sepenuhnya  terlaksanakan yaitu melaporkan ke pada BWI.










A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Pengelolaan dan pengembangan wakaf di SMP Muhammadiyah 
Boarding School, pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk 
pembangunan sarana prasarana dan sebagian lainya untuk 
disewakan. Pengelolaan wakaf SMP MBS Jombang telah sesuai 
dengan aspek-aspek yang ada akan tetapi untuk aspek kelembagaan 
belum sepenuhnya terlaksanakan karena faktor administrasi. 
Sedangkan untuk pengembangannya SMP Muhammadiyah 
Boarding School menggunakan model pembiayaan secara 
tradisional yaitu model menciptakan wakaf baru untuk melengkapi 
wakaf yang  lama  berupa  pengadaan depo  air  dan  sewa jangka 
panjang yang berupa penyewaan tanah untuk pertanian. 
2.   Faktor pendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif 
di SMP MBS Jombang dilihat dari sisi internal dan eksternalnya, 
dari sisi internalnya adalah proses pembelajaran yang berkualitas, 
sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya dukungan dari pihak 
luar dari pesantren yaitu pemerintah kota ataupun desa. Adapun 
faktor  yang faktor  penghambat  pengelolaan dan pengambangan 














kurangnya sarana prasarana dan untuk faktor eksternalnya adalah 
faktor administrasi tanah wakaf yang belum memiliki kelegalitasan 
hukum. 
3. Upaya SMP Muhammadiyah Boarding School sebagai nadzir 
melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan tanah wakaf dengan 
kegiatan yang positif dan tidak menyeleweng dari agama. 
Sedangkan untuk pengembangan yang diupayakan nadzir adalah 
dengan membuat peluang bisnis untuk kemajuan SMP 
Muhammadiyah Boarding School. SMP Muhammadiyah Boarding 
School Jombang maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Jombang selaku nadzir menjalankan perannya merujuk pada 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 11 dalam pengelolaan 
dan pengembangan wakafnya merujuk pada Undang-undang dan 
sudah sepenuhnya menyesuaikan undang-undang. Hanya saja ada 
satu tugas yang belum sepenuhnya terlaksanakan yaitu melaporkan 
ke pada BWI. 
B.  Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan: 
 
2. Bagi SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang, agar dapat 
meningkatkan pendanaan untuk pesantren dengan usaha-usaha yang di 
bangun. 
3.   Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang, pemberian motivasi 
dan dorangan terhadap perkembangan SMP Muhammadiyah Boarding









School Jombang menuju wakaf produktif yang lebih besar lagi. Dan 
dapat menjadikan mencetak wakaf produktif baru dengan amal usaha 
yang bisa mendanai wakaf sendiri serta menshadaqahkan ke yang 
berhak menerima. 
4.   Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti lebih dalam lagi terkait 
Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di SMP 
Muhammadiyah Boarding School Jombang.
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